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The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification was established as one of 
the Indonesian government's intervention in ensuring sustainability while at the same time 
to fulfill global demand for the poor social and environmental performance in the palm oil 
industry sector. However, due to informality and poor production practices by small-scale 
producers, resulting in many oil palm smallholders in Indonesia have hindrances to be 
involved in the certification scheme. This study uses combination of quantitative and 
qualitative approaches. Primary data were collected in Sei Menggaris District. 170 samples 
were taken that consist Independent and scheme smallholders. Data processing was done 
using descriptive analysis and multiple regression analysis. The results showed that there 
were differences in the adoption rate of the ISPO sustainability standard between 
independent smallholders and scheme smallholders. There are 85.3 percent independent 
smallholders who have a moderate adoption rate and 14.7 percent who have a high adoption 
rate, while there are 53.3 percent scheme smallholders who have a moderate adoption rate 
and 42.7 percent who have a high adoption rate. The factor that has a significant effect on 
the level of farmer adoption is the intensity of extension participation. 
Keywords: adoption of innovation, sustainable palm oil, sustainability, certification scheme, 
ISPO, farmer inclusion 
Abstrak 
Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) hadir sebagai salah satu upaya 
pemerintah Indonesia dalam menjamin keberlanjutan sekaligus memenuhi tuntutan 
kekhawatiran global terhadap kinerja sosial dan lingkungan yang buruk dalam sektor industri 
kelapa sawit. Namun, karena informalitas dan praktek produksi yang buruk oleh produsen 
skala kecil, mengakibatkan banyak petani kelapa sawit di Indonesia memiliki hambatan 
untuk terlibat dalam skema sertifikasi. Penelitian ini menggunakan perpaduan antara 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data primer dikumpulkan di Kecamatan Sei 
Menggaris, dengan unit analisis petani swadaya dan petani plasma dengan sampel yang 
berjumlah 170 petani. Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis 
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada tingkat 
adopsi standar keberlanjutan ISPO antara petani swadaya dan petani plasma. Terdapat 85,3 
petani swadaya yang tergolong memiliki tingkat adopsi sedang dan 14,7 persen petani 
swadaya yang memiliki tingkat adopsi tinggi, sedangkan petani plasma yang memiliki 
tingkat adopsi sedang sebesar 53,3 persen dan tingkat adopsi tinggi sebesar 42,7 persen. 
Faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat adopsi petani adalah intensitas 
keikutsertaan penyuluhan. 
Kata kunci: adopsi inovasi, kelapa sawit berkelanjutan, keberlanjutan, skema sertifikasi, 




Kelapa sawit merupakan salah satu 
tanaman yang memiliki perkembangan 
jumlah hasil panen yang paling cepat 
meningkat di dunia. Peningkatan permintaan 
minyak kelapa sawit di pasar global 
dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 
meningkatnya konsumsi minyak sawit 
sebagai bahan makanan dan penggunaan 
minyak sawit dalam produksi biofuel 
(Brandi et al., 2013). Kedua faktor tersebut 
turut berkontribusi dalam perluasan 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia.  
Budidaya kelapa sawit di Indonesia 
memberikan dampak positif terhadap 
kondisi sosial ekonomi dalam 
pengembangan kawasan pedesaan (Sheil et 
al., 2009; Susila, 2004). Namun, ekspansi 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga 
memperoleh banyak kritik karena 
menyebabkan permasalahan lingkungan. 
Kekayaan biodiversitas dan bentang alam 
yang terdiri atas hutan tropis kini tergantikan 
menjadi perkebunan kelapa sawit. 
Transformasi penggunaan lahan ini menjadi 
penyebab hilangnya keanekaragaman hayati 
serta peningkatan emisi karbon (Susanti, 
2016). 
Adanya dampak positif dan negatif yang 
terjadi dalam pengembangan budidaya 
kelapa sawit pun memunculkan dilema. 
Namun, organisasi internasional masih 
mengakui peran penting kelapa sawit dalam 
pembangunan kawasan perdesaan, 
pengentasan kemiskinan serta penyediaan 
permintaan kebutuhan makanan dan bahan 
bakar alternatif. Maka dari itu, pada awal 
tahun 2000an banyak perusahaan, 
pemangku kebijakan dan organisasi terkait 
memulai upaya untuk merancang kriteria 
produksi minyak sawit berkelanjutan yang 
berpacu pada standar global yang telah 
ditentukan (Susanti, 2016). Beberapa skema 
sertifikasi tersebut adalah Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian 
Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian 
Sustainable Palm Oil (MSPO). Produsen 
yang terlibat dalam skema sertifikasi akan 
dituntut untuk mematuhi standar 
keberlanjutan yang ditetapkan dalam 
sertifikasi tersebut, sehingga produsen akan 
memproduksi minyak sawit bersertifikat 
yang memungkinkan mereka untuk 
mengakses pasar global. (Saadun et al., 
2018). 
Hingga Januari 2020, komisi ISPO telah 
menerbitkan 558 sertifikat ISPO untuk 
perusahaan swasta, 50 sertifikat untuk 
perkebunan negara serta 14 sertifikat untuk 
koperasi dan organisasi petani. Angka petani 
yang telah memiliki sertifikat ISPO masih 
terbilang sangat rendah, mengingat usaha 
perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh 
petani mencapai 45 persen dari total luas 
perkebunan kelapa sawit di Indonesia (BPS, 
2017). Hal ini disebabkan karena petani 
seringkali dihadapkan pada hambatan untuk 
terlibat dalam skema sertifikasi. Beberapa 
kendala yang ditemukan adalah kurangnya 
kapasitas dan pengetahuan petani, beban 
biaya sertifikasi dan keterbatasan organisasi 
petani untuk meringankan biaya dan 
membimbing petani dalam pemenuhan 
standar sertifikasi (Brandi et al., 2015).  
Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini 
adalah (1) mengidentifikasi sejauh mana 
kesenjangan antara praktek saat ini dengan 
standar keberlanjutan yang telah ditetapkan 
dan (2) mengidentifikasi faktor yang 
mempengaruhi tingkat adopsi standar 
keberlanjutan oleh petani. 
2. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah mixed method 
yang mengombinasikan metode kuantitatif 
dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan 
adalah Concurrent Triangulation Design 
yaitu dengan menggunakan metode 
kuantitatif dan kualititatif dalam upaya 
untuk mengkonfirmasi, memvalidasi silang 
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serta menguatkan temuan-temuan di 
lapangan (Creswell et al., 2003).  
2.1. Pengumpulan Data 
Penelitian dilakukan di Kecamatan Sei 
Menggaris yang merupakan sentra 
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten 
Nunukan, dengan unit analisis petani 
swadaya dan petani plasma. Pengambilan 
sampel petani swadaya dilaksanakan di Desa 
Sekaduyan Taka, di mana di daerah tersebut 
memiliki jumlah petani terbesar di 
Kecamatan Sei Menggris yaitu sebanyak 
1.130 petani, sedangkan sampel petani 
plasma diambil di kawasan transmigrasi 
yang terletak di Desa Srinanti dan Desa 
Tabur Lestari. Total sampel petani yang 
diambil adalah 170 petani melalui survei 
menggunakan kuesioner, yang terdiri atas 95 
petani swadaya dan 75 petani plasma. 
2.2. Data dan Variabel Penelitian 
Indikator dalam pengukuran penerapan 
Good Agricultural Practices (GAP) dalam 
budidaya kelapa sawit sebenarnya telah 
banyak dikembangkan. Sebagai contoh, 
yaitu indikator GAP yang disusun oleh 
Aidenvironment (2013) dan buku pegangan 
petani yang dibuat oleh Woittiez et al. 
(2015). Amir et al., (2014) dan Rodrigues et 
al., (2010) menyusun indikator yang 
berfokus untuk menjaga kualitas tanah, air, 
udara, air tanah serta bentang alam dalam 
usaha perkebunan kelapa sawit. Studi yang 
dilakukan oleh Ernah et al., (2016); Jelsma 
et al., (2019) dan Pandiangan & Ernah, 
(2019) merupakan beberapa studi terdahulu 
yang mengindentifikasi adopsi standar 
keberlanjutan dalam usaha perkebunan 
kelapa sawit yang dikelola oleh petani. 
Dalam penilaian kepatuhan standar, 
penelitian ini menggunakan struktur yang 
mirip dengan sertifikasi ISPO, dengan  
membagi pengukuran standar menjadi tiga  
dimensi yaitu dimensi legalitas lahan,  di-
 
Gambar  1. Peta Lokasi Penelitian
mensi budidaya dan dimensi pemantauan 
pemantauan lingkungan. Berdasarkan hasil 
telaah pustaka terdapat 16 indikator (Tabel 
3) yang digunakan untuk mengukur tingkat 
adopsi standar berkelanjutan dalam produksi 
kelapa sawit. Pengukuran tingkat adopsi 
menggunakan skor dikotomi yaitu untuk 
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skor satu (1) adalah memenuhi dan skor nol 
(0) adalah tidak/belum memenuhi. 
Untuk penyusunan model regresi, 
menggunakan beberapa faktor yang diduga 
memiliki korelasi terhadap adopsi petani 
dalam inovasi pertanian yang terdiri atas 
umur petani, tingkat pendidikan petani, 
jumlah anggota keluarga, luas kepemilikan 
lahan, tingkat pendapatan, keikutsertaan 
dalam penyuluhan serta partisipasi dalam 
sistem sosial  (Ajewole, 2010; Bonabana-
Wabbi, 2002; Mignouna et al., 2011; 
Mwangi & Kariuki, 2015; Okunlola et al., 
2011; Uaiene et al., 2009). 
2.3. Analisis Data 
Tingkat adopsi petani dalam 
pemenuhan standar keberlanjutan dihitung 
menggunakan persamaan 1 pada masing-
masing dimensi serta persamaan 2 untuk 
perhitungan skor pada keseluruhan kriteria 
keberlanjutan, di mana  𝒀𝒏𝒊 adalah rata-rata 
skor pada dimensi ke-n, x(i) capaian adalah 
skor pemenuhan kriteria pada dimensi ke-n, 
x(i) target adalah skor maksimal pada 
dimensi ke-n serta 𝒀 merupakan indeks 
adopsi standar produksi kelapa sawit 
berkelanjutan. Indeks adopsi standar 
produksi kelapa sawit berkelanjutan juga 
digunakan dalam penyusunan model regresi 








  (2) 
Klasifikasi tingkat adopsi petani 
dilakukan secara subjektif, dengan membagi 
tingkat adopsi petani menjadi tiga kelas, 
yaitu tinggi, sedang dan rendah (Muta’ali, 
2015). Metode yang digunakan dalam 
penentuan batas interval kelas adalah 
metode equal interval, di mana karena 
tingkat adopsi ditunjukkan dengan 
persentase, maka nilai tertinggi adalah 100 
dan nilai terendah adalah 0. Rumus yang 
digunakan dalam penentuan batas interval 
kelas adalah sebagai berikut (Pandiangan & 
Ernah, 2019): 
Interval Kelas = (Skor Max – Skor Min)/Jumlah 
Kelas – 0,01 
Regresi berganda disusun untuk 
menguji hubungan antara tujuh variabel 
yang termasuk dalam karakteristik 
demografis dan institusional yang diduga 
dapat berpengaruh terhadap tingkat adopsi 
petani terhadap standar produksi kelapa 
sawit berkelanjutan. Data diolah dengan 
perangkat lunak pengolah SPSS v25 dan 
Minitab v19. Uji asumsi dilakukan untuk 
menghasilkan permodelan yang baik, yang 
berupa uji normalitas (histogram dari data 
residu), uji multikolinearitas (analisis 
kolinearitas dengan Variance Inflation 
Factor) dan uji heteroskedastisitas (Glejser 
Test). Beberapa variabel yang tidak lolos 
dalam uji asumsi dan tidak memiliki 
pengaruh yang siginifikan terhadap variabel 
dependen akan dieliminasi (Santoso, 2016).  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Karakteristik Petani Swadaya dan 
Petani Plasma 
Hasil pengumpulan data menunjukkan 
bahwa umur dan tingkat pendidikan petani 
plasma lebih tinggi dibandingkan dengan 
petani swadaya. Tidak ada perbedaan yang 
signifikan untuk jumlah anggota keluarga  
pada kedua kelompok responden. Namun, 
terdapat perbedaan yang besar pada luas   
lahan kelapa sawit yang dibudidayakan. 
Lahan usaha dari petani plasma cenderung 
rendah karena sebagian besar petani hanya 
Tabel 2. Karakteristik Petani Plasma dan Petani Swadaya 
Karakteristik Petani Responden 
  
Petani Plasma (n = 75) Petani Swadaya (n = 95) 
?̅? SD ?̅? SD 
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Umur kepala keluarga (tahun) 49,08 1.092 44.94 1.200 
Tingkat pendidikan (tahun bersekolah) 7,690 0.347 7.240 0.256 
Jumlah anggota keluarga (Orang) 3.310 0.179 3.430 0.255 
Luas lahan kelapa sawit (ha) 1.083 0.123 5.632 0.413 
Umur tanam (tahun) 11.57 0.201 11.28 0.326 
Produksi/ha (ton) 0.797 0.046 0.838 0.045 
Pendapatan petani (juta rupiah) 2.368 0.347 12.073 1.703 
Intensitas penyuluhan (jumlah) 0.830 0.105 1.120 0.109 
Sumber: Analisis Data, 2019
mengelola lahan yang didapat dari 
keikutsertaan program transmigrasi, yaitu 
sebesar 0,75 ha. Untuk umur tanam, petani 
plasma memiliki umur pohon kelapa sawit 
yang cenderung sama yaitu sekitar 9 hingga 
13 tahun, tergantung dengan waktu 
keikutsertaan program transmigrasi, 
sedangkan untuk petani swadaya memiliki 
umur tanam yang berbeda-beda, mulai dari 
tanaman dengan usia muda (4 hingga 8 
tahun) hingga tanaman dengan usia tua (14 
hingga 20 tahun). Terdapat perbedaan dalam 
hasil produksi, di mana petani swadaya 
memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) 
sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan 
petani petani, yang dapat diasumsikan 
bahwa petani swadaya memiliki akses 
terhadap input produksi yang lebih baik. 
Pendapatan petani akan berbanding lurus 
dengan luas lahan yang dimiliki, yang 
pastinya petani swadaya memiliki rata-rata 
pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan petani plasma. Karena memiliki 
lahan yang terbatas juga menyebabkan 
adanya diversitas mata pencaharian di 
kawasan transmigrasi tempat petani plasma 
tinggal untuk pendapatan tambahan, mulai 
dari wirausaha, penyediaan jasa serta 
menjadi aparatur desa. Hal ini 
mengindikasikan bahwa petani plasma tidak 
sepenuhnya menggantungkan hidupnya 
pada sektor pertanian. Petani swadaya 
memiliki intensitas keikutsertaan 
penyuluhan yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan petani plasma, yang menunjukkan 
kinerja petugas penyuluh yang lebih baik 
serta motivasi yang tinggi dari petani untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan.  
3.2. Tingkat Adopsi Petani terhadap Standar 
Kebelanjutan Budidaya Kelapa Sawit di 
Perkebunan Rakyat 
Berdasarkan temuan lapangan, 
sayangnya belum ada petani di lokasi 
penelitian yang mengetahui sertifikasi ISPO. 
Beberapa alasan hal tersebut dapat terjadi 
adalah karena infrastruktur di lokasi 
penelitian, baik fasilitas listrik maupun 
jaringan telekomunikasi belum memadai, 
sehingga petani hanya bergantung pada 
interaksi lokal saja sebagai sumber 
informasi, yaitu dari tetangga, teman, serta 
petugas penyuluh. Perusahaan yang 
beroperasi di sekitar perkebunan rakyat yang 
juga menjadi mitra petani sebenarnya telah 
mengantongi sertifikasi ISPO. Namun, 
karena hubungan antara petani dan 
perusahaan hanya sebatas jual beli Tandan 
Buah Segar (TBS) saja, petani belum 
mendapat manfaat lain dari kerjasama 
tersebut. Schoneveld et al., (2019) juga 
mengungkapkan bahwa program proyek 
sertifikasi cenderung dilaksanakan di wila- 
 




Adopsi Standar ISPO 
Petani Swadaya (n = 
95) 
Petani Plasma (n = 
75) 
f % f % 
Legalitas 
Lahan 
Kepemilikan sertifikat tanah 35 36,8 75 100 
Kepemilikan surat izin usaha 0 0 0 0 
Tidak ada sengketa lahan 63 66,3 31 41,3 
Keanggotaan kelompok tani 38 40 75 100 
Kesesuaian dengan tata ruang 95 100 75 100 
Budidaya 
Kelapa Sawit 
Penggunaan benih persilangan 36 37,9 75 100 
Jarak tanam yang tepat 89 93,7 49 65,3 
Penggunaan dosis pupuk yang 
tepat 
31 32,6 42 56 
Pengendalian gulma 95 100 75 100 
Ketersediaan tenaga kerja panen 72 75,8 53 70,7 
Kepemilikan transportasi 42 44,2 6 8 
Kesepakatan harga jual TBS 95 100 6 8 
Pemantauan 
Lingkungan 
Kepemilikan surat izin 
lingkungan 
0 0 75 100 
Pelestarian Biodiversitas 95 100 75 100 
Pengolahan Kebun Tanpa Bakar 95 100 75 100 
Ketersediaan Regu Pengendalian 
Kebakaran Lahan 
0 0 0 0 
Sumber: Analisis Data, 2020
yah tradisional pengembangan kawasan 
perkebunan kelapa sawit di Sumatra dan 
tidak dilaksanakan di wilayah 
pengembangan baru, seperti Kalimantan, 
yang dapat dikatakan akan mendapat 
manfaat dari perluasan lahan perkebunan 
petani yang lebih teregulasi, khususnya pada 
aspek lingkungan. 
Pada dimensi legalitas lahan, indikator 
yang sama sekali belum dapat terpenuhi 
adalah kepemilikan surat izin usaha. Hal ini 
dapat disebabkan karena selain kurangnya 
pengetahuan petani terkait pentingnya 
kepemilikan surat izin usaha, juga belum 
adanya inisiasi dari pemerintah setempat 
untuk melaksanakan kegiatan pembuatan 
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk 
Budidaya (STD-B). Rata-rata keanggotaan 
kelompok tani oleh petani plasma lebih 
rendah bila dibandingkan dengan petani 
swadaya, namun kedua kelompok petani 
sama-sama mengakui  bahwa kelompok tani 
berstatus tidak aktif, sehingga tidak dapat 
menerima  manfaat dari keanggotaan 
kelompok tani sebagaimana mestinya. 
Namun, pada indikator  lain dalam dimensi 
legalitas lahan petani plasma sudah dapat 
memenuhi persyaratan legalitas dikarenakan 
sudah terorganisir dengan baik dari 
keikutsertaan dalam program transmigrasi. 
Petani swadaya sebagian besar belum dapat 
menunjukkan sertifikat tanah, disebabkan 
karena adanya tumpang tindih penggunaan 
lahan dengan Hak Guna Usaha perusahaan 
yang berada di sekitar areal budidaya 
perkebunan rakyat. 
Petani plasma sudah menggunakan bibit 
persilangan jenis Tenera, yang merupakan 
bagian dari paket bantuan dari keikutsertaan 
dalam program transmigrasi, sedangkan 
sebagian besar petani swadaya masih 
menggunakan bibit jenis Dura yang 
merupakan varian kelapa sawit dengan 
kandungan minyak yang lebih sedikit dari 
jenis Tenera yang dapat mempengaruhi hasil 
produksi. Sebagian besar petani swadaya 
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sudah menggunakan jarak tanam yang tepat, 
yang merupakan pengalaman yang petani 
dapatkan selama bekerja di perusahaan 
perkebunan swasta. Penggunaan dosis 
pupuk yang sesuai tampaknya masih 
menjadi masalah bagi kedua kelompok 
petani, di mana ketersediaan pupuk subsidi 
yang terbatas dan harga pupuk non-subsidi 
yang tidak terjangkau untuk petani. Kedua 
kelompok petani dapat memenuhi 
kebutuhan pengendalian gulma, mengingat 
herbisida sudah banyak tersedia di toko 
maupun pedagang. Untuk petani yang tidak 
dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
panen, dapat menyewa tenaga kerja dengan 
catatan akan membutuhkan biaya 
operasional tambahan. Hanya sebagian kecil 
saja petani yang memiliki transportasi untuk 
pengangkutan hasil panen. Petani plasma 
masih menggunakan jasa tengkulak, yang 
berakibat pada harga jual TBS yang tidak 
sesuai dengan yang disepakati oleh 
perusahaan. 
Petani plasma sudah dapat memenuhi 
kewajiban untuk kepemilikan surat izin 
lingkungan melalui AMDAL perusahaan 
mitra dari perkebunan plasma, sedangkan 
petani swadaya belum memiliki SPPL. Hal 
ini dapat disebabkan karena kurangnya 
wawasan petani terkait kewajiban 
kepemilikan surat izin lingkungan dalam 
menjamin komitmen petani dalam menjaga 
kelestarian lingkungan. Masing-masing dari 
kedua kelompok petani sudah dapat menjaga 
kelestarian biodiversitas dan melakukan 
pengolahan limbah perkebunan tanpa bakar, 
karena petani percaya bahwa penggunaan 
api dalam kebunnya akan dapat 
mempengaruhi terhadap kualitas produksi 
dari pohon kelapa sawit yang mereka miliki. 
Hingga saat ini, belum ada regu 
pengendalian kebakaran lahan yang 
dibentuk dalam komunitas petani swadaya 
maupun petani plasma. Upaya pengendalian 
kebakaran lahan yang sudah terjadi 
sebelumnya, dilakukan oleh personel 
gabungan yang terdiri dari anggota BPBD, 
TNI dan Polisi yang dibentuk secara spontan 
ketika terjadi kebakaran hutan. 
3.3. Klasifikasi Tingkat Adopsi Petani  
Berdasarkan data temuan lapangan, 
dibuat klasifikasi tingkat adopsi petani 
terhadap standar ISPO dengan tujuan untuk 
menentukan prioritas program kegiatan 
dalam pemberdayaan petani kelapa sawit di 
Kecamatan Sei Menggaris. Tabel 4 
menyajikan klasifikasi tingkat adopsi petani.  
Untuk indikator ISPO secara keseluruhan, 
baik petani swadaya maupun petani plasma  
tidak ada yang memiliki tingkat adopsi yang 
tergolong rendah. Untuk petani swadaya, 
Tabel 4. Klasifikasi Tingkat Adopsi Petani terhadap Standar Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan 
No Dimensi 
Adopsi Standar ISPO (%) 
Petani Swadaya (n = 95) Petani Plasma (n = 75) 
Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 
1 Legalitas Lahan 17,9 69,5 12,6 0 58,7 41,3 
2 Budidaya Perkebunan 1,1 43,2 55,8 5,3 65,3 29,3 
3 Pemantauan Lingkungan 0 100 0 0 0 100 
4 Keseluruhan Indikator ISPO 0 85,3 14,7 0 57,3 42,7 
Sumber : Analisis Data Primer, 2019
terdapat 85,3 persen petani yang tergolong 
sedang, sedangkan petani yang tergolong 
tinggi terdapat 14,7 persen. Petani plasma 
yang memiliki tingkat adopsi yang tergolong 
sedang adalah 57,3 persen dan terdapat 42,7 
persen petani yang tergolong tinggi. 
 Adanya perbedaan tingkat adopsi, baik 
untuk kelompok petani swadaya maupun 
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petani plasma, mengindikasikan bahwa 
terdapat keragaman petani di Kecamatan Sei 
Menggaris, sehingga strategi intervensi 
tidak serta dimanifestasikan kepada seluruh 
petani, namun dengan pengembangan 
tipologi petani strategi intervensi dibuat 
secara khusus menargetkan petani sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingan 
subkelompok tertentu (Schoneveld et al., 
2019). Schoneveld et al., (2019) menyusun 
tipologi untuk memberikan wawasan teoritis 
terkait heterogenitas petani yang dibedakan 
berdasarkan portofolio mata pencaharian, 
etnisitas, status migrasi, tempat tinggal, 
pendidikan, ukuran kepemilikan lahan 
kelapa sawit dan pengalaman kelapa sawit 
sebelumnya yang kemudian dapat 
ditentukan strategi intervensi yang cocok 
bagi subkelompok tertentu sesuai dengan 
apa yang dikonsepkan oleh Dorward et al., 
(2009).  
 Petani swadaya merupakan kelompok 
petani pertama melakukan penanaman sawit 
di Kecamatan Sei Menggaris, pada 
umumnya sebelumnya merupakan tenaga 
kerja perusahaan kelapa sawit sehingga 
memperoleh pengalaman budidaya kelapa 
sawit sebelum melakukan budidaya secara 
mandiri. Berdasarkan tipologi petani yang 
disusun oleh Schoneveld et al., (2019), 
petani swadaya di Kecamatan Sei Menggaris 
dapat dikategorikan sebagai petani yang 
masuk dalam kategori pengadopsi awal dan 
buruh migran. Pengadopsi awal dan buruh 
migran merupakan kategori petani yang 
paling mirip dengan apa yang dikonsepkan 
oleh Dorward et al., (2009) sebagai petani 
“stepping up”. Pengadopsi awal dan buruh 
migran dapat memenuhi indikator pada 
dimensi budidaya perkebunan dengan baik, 
namun membutuhkan dukungan dalam 
pemenuhan syarat legalitas kebun yang 
mereka jalankan. Petani ini merupakan 
kandidat utama untuk hibah penanaman 
kembali (replanting) karena para petani ini 
kemungkinan bersedia dan cukup mampu 
menerima guncangan pendapatan yang 
disebabkan oleh program penanaman 
kembali. Dengan pengalaman manajamen 
perkebunan yang mereka miliki, 
peningkatan operasi petani tidak akan 
menuntut dukungan teknis yang ekstensif. 
Sebaliknya memastikan petani ini untuk 
mematuhi standar keberlanjutan ISPO, 
sebagai contoh yaitu melalui dukungan 
birokrasi dan penyederhanaan prosedural 
akan menguatkan hubungan antara petani 
dengan pabrik, yang juga akan berpengaruh 
terhadap peningkatan akses terhadap input 
yang berkualitas lebih baik (Schoneveld et 
al., 2019).  
 Petani plasma di Kecamatan Sei 
Menggaris merupakan petani yang 
dikategorikan sebagai petani migran yang 
berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi atau 
Sumatera yang tiba di Kecamatan Sei 
Menggaris melalui skema transmigrasi . 
Berdasarkan konsep yang dikemukan oleh 
Dorward et al., (2009), petani migran paling 
mirip dengan apa yang disebut dengan 
petani “hanging in”. Petani migran memiliki 
pengalaman yang terbatas dalam mengelola 
kelapa sawit dan hubungan yang tidak baik 
dengan pabrik, memperburuk akses petani 
untuk pengetahuan teknis. Biaya dan 
kompleksitas untuk mematuhi standar ISPO 
akan menjadi kendala bagi kelompok ini. 
Intervensi yang menitikberatkan padat 
modal mungkin bukan strategi yang sesuai, 
sebaliknya, intervensi dalam meningkatkan 
sumber daya petani mungkin menjadi 
strategi yang lebih tepat. Dukungan 
penyuluhan dan pelatihan teknis dapat 
berkontribusi untuk meningkatkan 
produktivitas dan membantu petani untuk 
terlibat dalam sertifikasi, misalnya dengan 
menerapkan GAP dapat meningkatkan 
kualitas TBS dan meningkatkan pendapatan 
petani, yang pada gilirannya dapat 
diinvestasikan kembali untuk keperluan 
sertifikasi. Maka dari itu, berbeda dengan 
pengadopsi awal dan buruh migran, GAP 
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bagi petani migran cenderung memfasilitasi 
sertifikasi, bukan sebaliknya. Petani migran 
dapat memanfaatkan bantuan teknis agar 
dapat menjalankan manajemen perkebunan 
yang efektif dan efisien untuk mengakses 
input yang lebih baik (Schoneveld et al., 
2019). 
 Selain itu juga terdapat petani plasma 
yang tidak masuk dalam tipologi yang 
dikemukakan oleh Schoneveld et al., (2019), 
yang kemudian disebut dengan pengusaha 
hibrida yaitu kelompok yang memiliki 
perkebunan kelapa sawit ditambah dengan 
pekerjaan di luar pertanian atau wirausaha, 
misalnya sebagai penjaga toko, aparatur 
desa, atau mekanik (Martin et al., 2015). 
Pengusaha hibrida merupakan kelompok 
masyarakat yang memanfaatkan hasil 
perkebunan kelapa sawit sebagai 
penghasilan tambahan yang kemudian 
digunakan untuk keperluan non-pertanian, 
yang termasuk dalam kelompok “stepping 
out” seperti yang dikonsepkan oleh Dorward 
et al., (2009). Kelompok ini bukan 
merupakan kelompok sasaran strategis 
untuk memperoleh dukungan dan intervensi 
dalam peningkatan manajemen perkebunan 
mengingat pengusaha hibrida memiliki 
motivasi yang berbeda saat melakukan 
investasi perkebunan. 
3.4. Model Regresi Adopsi Standar Produksi 
Kelapa Sawit Berkelanjutan 
Setelah dilakukan uji asumsi, 
tampaknya banyak variabel independen 
yang tidak memberikan pengaruh signifikan 
(p > 0,05 dalam uji parsial) terhadap tingkat 
adopsi standar keberlanjutan. Pada uji 
koefisien determinasi, variabel independen 
pada model regresi petani hanya dapat 
menjelaskan 26,85% terhadap tingkat adopsi 
standar keberlanjutan, sedangkan variabel 
independen pada model regresi petani 
plasma menjelaskan sebesar 35,14%. 
Melalui regresi bertahap (step-wise 
regression), variabel yang tidak signifikan 
dieliminasi satu per satu hingga tersisa 
masing-masing dua variabel pada kedua 
model regresi, seperti yang ditunjukan pada 
persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 merupakan 
persamaan regresi untuk petani swadaya, 
sedangkan persamaan 4 merupakan 
persamaan regresi untuk petani plasma. 
Dimasukkannya persamaan kuadratik dalam 
persamaan regresi petani plasma karena 
berdasarkan analisis sub-set regression, 
dengan menggunakan persamaan kuadratik 
pada variabel tingkat pendidikan akan 
berpengaruh terhadap optimisasi nilai 
tingkat adopsi standar keberlanjutan. 
Berdasarkan model regresi, dengan 
meningkatkan intensitas penyuluhan pada 
kedua model maka dapat  memberi pengaruh 
yang signifkan  dalam peningkatan adopsi 
oleh petani. Temuan ini sejalan dengan 
(Abadi Ghadim & Pannell, 1999) yang  
menyatakan bahwa meningkatkan akses 
terhadap sumber pengetahuan, baik itu 
melalui staf penyuluh maupun media massa,  
akan mempercepat proses pembelajaran dan 
akuisisi informasi, yang pada gilirannya 
akan mengurangi waktu bagi petani untuk   
melakukan adopsi sepenuhnya terhadap 
suatu inovasi. Luas lahan memberi pengaruh 
terhadap tingkat adopsi petani swadaya, di  
mana hal ini sejalan dengan pernyataan 
(McCardle, 1985) yang mengutarakan 
bahwa bahwa petani dengan kepemilikan
Tingkat Adopsi (𝒀𝟏) = 48,35 + 0,582 Luas_Lahan + 3,857 Penyuluhan ………………...............(3) 
Tingkat Adopsi (𝒀𝟐) = 65,35 – 1,029 Pendidikan + 3,583 Penyuluhan + 0,0844 Pendidikan
2…..(4) 
lahan yang lebih  besar memiliki kesempatan 
lebih untuk mengalokasikan informasi, 
sehingga lebih cepat mengakumulasikan 
informasi pada level tertentu (ceteris 
paribus). Dengan wawasan yang lebih 
tinggi, maka petani akan lebih cepat 
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mengadopsi suatu inovasi. Tingkat 
pendidikan memberi pengaruh yang positif 
terhadap tingkat adopsi pada petani yang 
tidak memiliki pendidikan formal maupun 
petani yang menjalani pendidikan formal 
selama 16  tahun, sehingga korelasi antara 
variabel pendidikan terhadap tingkat adopsi 
teknologi membentuk kurva. 
Temuan pada penelitian ini tidak 
sejalan dengan pernyataan (McCardle, 
1985), di mana petani dengan tingkat sumber 
daya manusia yang tinggi akan mempercepat 
proses adopsi teknologi. Temuan lain juga 
sebagian besar berupa hubungan linear 
antara tingkat adopsi teknologi dan tingkat 
pendidikan, seperti studi yang dilakukan 
oleh (Ajewole, 2010; Mignouna et al., 2011; 
Okunlola et al., 2011),  di mana tingkat 
pendidikan memiliki pengaruh positif 
terhadap tingkat adopsi teknologi. 
4. KESIMPULAN 
Terdapat perbedaan tingkat adopsi 
standar produksi kelapa sawit berkelanjutan 
dalam perkebunan rakyat di Kecamatan Sei 
Menggaris, di mana petani swadaya yang 
memiliki tingkat adopsi sedang adalah 
sebesar 85,3 persen dan tingkat adopsi tinggi 
adalah sebesar 14,7 persen, sedangkan 
petani plasma yang memiliki tingkat adopsi 
sedang adalah sebesar 53,3 persen dan 
tingkat adopsi tinggi adalah sebesar 42,7 
persen. Indikator yang masih sulit 
diterapkan oleh petani swadaya adalah 
indikator tidak adanya sengketa tanah, yang 
mana sebagian besar lahan budidaya petani 
swadaya masih beroperasi di atas HGU 
perusahaan, yang pada gilirannya 
menyebabkan sulitnya penerbitan sertifikat 
tanah. Bagi petani plasma indikator yang 
sulit diterapkan adalah kepemilikan 
transportasi, di mana hingga saat ini petani 
plasma masih menggunakan jasa tengkulak 
dalam pengangkutan hasil panen ke pabrik 
pengolahan, sehingga menyebabkan petani 
plasma tidak mendapat harga jual sesuai 
dengan yang telah ditetapkan. Pemenuhan 
kebutuhan pupuk dan penyediaan regu 
pengendalian kebakaran merupakan 
indikator yang masih belum dapat dipenuhi 
oleh kedua jenis kelompok tani. 
Tingkat adopsi petani swadaya terhadap 
standar produksi kelapa sawit berkelanjutan 
dipengaruhi oleh luas kepemilikan lahan dan 
intensitas keikutrsertaan penyuluhan, 
sedangkan tingkat adopsi petani plasma 
dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan 
intensitas keikutrsertaan penyuluhan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa petani perlu 
didukung dengan kegiatan penyuluhan dan 
pelatihan yang intensif dan berkualitas 
dalam rangka peningkatan praktek 
berkelanjutan dalam perkebunan rakyat. 
Program dalam impelementasi penguatan 
kelembagaan petani harus mendapatkan 
dukungan dan intervensi dari pemerintah, 
terutama dalam bentuk bantuan dalam 
kebutuhan dasar petani serta  dukungan 
teknis dari pihak-pihak terkait, terutama 
perusahaan kelapa sawit dalam rangka 
meningkatkan kualitas produksi TBS 
melalui berbagai kegiatan yang mengarah 
pada penerapan GAP. 
5. SARAN 
Kurangnya pengawasan pemerintah di 
masa lalu, dimana saat maraknya terjadi 
pembukaan lahan untuk difungsikan sebagai 
lahan budidaya kelapa sawit oleh petani 
mengakibatkan pada saat ini masih banyak 
petani yang belum dapat menunjukkan 
syarat kelengkapan legalitas dalam 
menjalankan usaha budidaya kelapa sawit. 
Tidak sedikit pula lahan petani yang 
beroperasi di atas HGU perusahaan. 
Dukungan institusional dan penyederhanaan 
birokrasi sangat diperlukan oleh petani, 
terutama kelompok petani swadaya dalam 
peningkatan pemenuhan kelengkapan 
persayaratan legalitas dalam perkebunan 
kelapa sawit rakyat. 
Sulitnya penyediaan input produksi 
yang terjangkau oleh petani dikarenakan 
keterpencilan daerah, membuat lahan usaha 
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petani tidak dapat berproduksi secara 
maksimal. Perlu adanya pengganti pupuk 
dalam peningkatan nutrisi tanaman kelapa 
sawit yang dapat dijangkau oleh petani. 
Aplikasi tandah buah kosong (empty fruit 
bunch/ EFB) merupakan salah satu solusi 
untuk mengganti penggunaan pupuk. 
Aplikasi EFB tidak umum bagi petani, Maka 
dari itu, untuk meningkatkan penggunaan 
EFB oleh petani, perlu adanya 
pengembangan kesadaran yang dapat 
dilakukan melalui pelatihan dan demonstrasi 
serta harus memastikan akses petani ke EFB 
di pabrik (Woittiez et al., 2018). 
Sertifikasi menjadi tantangan besar bagi 
petani di Kecamatan Sei Menggaris. 
Program proyek sertifikasi yang cenderung 
berfokus di Sumatera, membuat petani di Sei 
Menggaris memiliki pengetahuan terbatas 
terkait dengan sertiikasi ISPO (Schoneveld 
et al., 2019). Jangankan pemahaman 
wawasan konsep berkelanjutan yg 
ditawarkan oleh ISPO sendiri, pengetahuan 
petani tentang adanya sertifikasi ISPO saja 
masih sangat rendah. Infrastruktur yg belum 
memadai, hubungan yang terjalin dengan 
perusahaan hanya sekedar bisnis, membuat 
petani hanya bergantung pada interaksi lokal 
saja dalam mengakses informasi, yaitu 
kepada tetangga, teman terdekat dan petugas 
penyuluh. Praktek berkelanjutan dalam 
produksi kelapa sawit harus terus 
dipromosikan, yang merupakan tanggung 
jawab bersama, baik dari pihak pemerintah 
maupun swasta. 
Penerapan praktek berkelanjutan 
memang menjadi tuntutan pasar 
internasional, sebagai upaya meminimalisir 
dampak negatif dan mewujudkan budidaya 
kelapa sawit yang berkelanjutan. Namun, 
tampaknya aspek etis keberlanjutan harus 
selaras dengan kepentingan ekonomi petani 
(Hidayat et al., 2015). Masih adanya 
ketidakpastian dalam mekanisme pasar saat 
ini, mulai dari harga premium, volatitas 
harga, mekanisme penjualan buah serta 
beban biaya sertifikasi yang tinggi, 
tampaknya tidak cukup untuk memberi 
motivasi kepada petani untuk terlibat dalam 
skema sertifikasi berkelanjutan.  
Penelitian ini menunjukkan bahwa 
petani perlu didukung dengan kegiatan 
penyuluhan dan pelatihan yang intensif dan 
berkualitas dalam rangka peningkatan 
praktek berkelanjutan dalam perkebunan 
rakyat. Namun, staf penyuluh yang terbatas, 
cakupan geografis yang luas serta 
infrastruktur yang belum memadai menjadi 
hambatan dalam perwujudan program 
penyuluhan yang efektif. Upaya untuk 
meningkatkan akses ke penyuluhan 
pertanian harus berfokus pada penguatan 
organisasi kelembagaan petani, (Anang et 
al., 2020). Selain itu, peningkatan 
koordinasi, kolaborasi, sinergi dan 
manajamen antar lembaga pemerintah dan 
non pemerintah perlu dilakukan untuk 
menciptakan dan mewujudkan petani kelapa 
sawit yang mandiri dan organisasi petani 
yang berdaya saing (Raharja et al., 2020; 
Salm et al., 2016) 
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